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INTISARI

Bidang pertanahan adalah bidang yang wajib dilaksanakan oleh
srintah daerah seperti disebutkan dalam pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999.
rti pemaparan Kepala BPN pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Mei
} yang mengemukakan bahwa bidang pertanahan serta permasalahannya
| berdimensi nasional akan lebih sulit dilaksanakan dalam skala lokal dan
ial dan sebaiknya kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan
erintah (BPN) Hal tersebut sesuai dengan Keppres 103 Tahun 2001 dan
srapa kali dirubah terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003. Walaupun
ikian bidang pertanahan diharapkan banyak melakukan pembaharuan/
bahan kearah lebih baik seperti yang ditegaskan dalam Tap MPR No.
IPR/2001. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan Keppres No. 34
un 2003. Dalam pasal 2 Keppres dimaksud menetapkan sembilan
enangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah
upaten/Kota. Di Kabupaten Tabanan telah dibentuk Dinas Pertanahan
gan Perda No. 3 Tahun 2001. Sembilan kewenangan dimaksud dalam pasal
diatas diindikasikan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan di Kabupaten
anan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Pertama, untuk
\getahui pelaksanaan 9 kewenangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten
anan. Kedua, untuk mengetahui ketersediaan peraturan pelaksana untuk
aksanakan 9 kewenangan tersebut. Ketiga, untuk mengetahui kesiapan
rat pelaksana dalam melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan
ebut.

Dalam penelitian ini, digunakan metode diskriptif. Populasi penelitian
u sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan. Untuk dapat
ngkaji sembilan kebijakan tersebut maka data yang diperoleh akan
elompokkan dan dibuat tabel/matrik sehingga memudahkan penalarannya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama,
nbilan kewenangan pemerintah sesuai Keppres No. 34 Tahun 2003
;ksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan berdasarkan petunjuk
n dari Bupati Tabanan. Kedua, hanya dua kewenangan yang dapat
yksanakan yaitu fjin Lokasi dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi
pentingan Umum. Ketiga liin Lokasi sepenuhnya masih dilaksanakan oleh
ntor Pertanahan Kabupaten Tabanan mengacu pada SK No. 307 Tahun
01 dan Pengadaan Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum oleh Dinas
rtanahan Kabupaten Tabanan. Dari kedua kewenangan tersebut tidak
tupun sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Keppres No. 34 Tahun 2003.
empat, tujuh kewenangan yang lainnya tidak dapat dan/atau tidak bisa
aksanakan. Kelima, pemenuhan peraturan pelaksana 9 kewenangan
naksud belum memadai. Hanya ljin Lokasi dan Pengadaan Tanah Untuk
o L gt adaneban vans - [ainmve belum < diketahul.



DAFTAR ISi

Halaman
STOTRVETL 5| RO M ——— Rl e i
AMAN PENGESAHAN ..o ii
TN o e U 71 SO S————— R il
T R, S e———EEL L L L v
sy 0 1~ NN SE————————— TRl vii
7 R 1o AT SRR———— VR L iX
TAR LAMPIRAN .......oooovertenceeeeearennsss s essss s s s X
TAR GAMBAR..........covierimenmaeasssssistasastssasssassessiassanasissssscassossmssasaamssssessasass Xi
31 PENDAHULUAN .......oooooiinninmssasasissmnssssssasessssasmensassasssasosssees 1
PN T g0 0 ———— R B 1
B. Permasal@han ..........ccocececomnsmmmmrmsescemsinnassnssssasasssanenstsassanss 4
C. Pembatasan Masalah ... 4
D. Tujuan Penelitian..........c.coceiirminsnisssssss s 5
E. Kegunaan Penelitian ... 5
31l TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ........cccoenee. 6
A. TiNUAN PUSEAKA ......ooovvrieieisininiss s 6
1. Sembilan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan. 6
2. Pemberian 1zin LOKaSI ..o 6

3. Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah  Untuk
Kepentingan Pembangunan ... F i
4. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan .........coceesssssnsns 8

5. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan

Tanah Untuk Pembangunan ..o 9
e aaman Chuvek dan Obvek Redistribusi Tanah, serta



7. Penetapan dan Penyelesaian masalah Tanah Ulayat ......... 9

8. Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Kosong .................. 10
9. Pemberian Izin Membuka Tanah ... 10
10. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah
Kabupaten/KOota .........cooeueemrerrucucmanmsssisss s 11
11. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan 9 Kewenangan
Pemerintah di Bidang Pertanahan. ... 12
B. Kerangka Pemikiran ... 13
C. ANGQapan Dasar ... 16
il METODE PENELITIAN ..o 17
A. Lokasi Penelitian ...........ccccoeeeereniuimnininnencss st 18
B. POPUIASI .......covnencmimininnressssisss sttt st 18
C. JONUS DBER ..o cocsernsessssoniansmmsarssisssmsasss sosssissnmsavass saianssnnsmsnsansssisss 19
D. Teknik Pengumpulan Data ... 21
E. Teknik Analisis Data..........cccccereriiimininnnnnnesrcnnseas e 22
3V GAMBARAN DAERAH PENELITIAN ..o 24
A. Letak Wilayah ........ccooimiiiii e 24
B. Penggunaan Tanah ... 25
Co PR .. L. iSRS 26
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan ... 26
E. Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan..............ccconiinn 29
BV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 34
A. Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanaan ......oeeeeeeeeeeeeeciereeeeesseeeesrsr s e e aar e e s 34
1. Pemberian [jin LOKASI..........comimiiiiiniiie 38



b. Pengadaan Tanah Fasilitas Penunjang Bendungan

Embung Telaga Tunjung Tahun v 15 % v N S N 49

c. Pengadaan Tanah Badan Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tabanan ... 52

d. Pengadaan Tanah Bendungan Embung Telaga Tunjung
117 |+ 1 | [ R R 53
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.............o.cooceeeeenee: 55

4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ...........ccceoeeenennes 56

5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee 57

6. Penetapan dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat........... 57
7 Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong..... 59
8. Pemberian ljin Membuka Tanah ... 59
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten......... 60

B. Ketersediaan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Sembilan
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan di Kabupaten
TADAIAN  L...olcoosecorsuseassnrsesonssrassssassss ssisndsssasnnsenasnsssnssusansunssassissssss 60

C. Kesiapan Aparat Dalam Melaksanakan Sembilan
Kewenangan Pemerintah Sesuai Keppres No. 34 Tahun

BO0B  ....ohisiesvessiecnmssnanassassssssstinessnEsas cnesvus sassanasases cEHBESLRS SR aTRSSESS 60

BAB VI PENUTUP ...t aess s s s s s 66
A. KESIMPUIAN ........cocecuiminieierstnissse st sss sttt st sesacee 66

B. SaAran-SaAran .......ccccoccecreeeremreseescreesssmesssnmsssessseesssnisssessnmassnasssesssss 67
DAFTAR PUSTAKA . ...t eeeeeeie e s 70

DOKUMEN-DOKUMEN .......oiieieeeeeeeeeeeeeeeeissnme s s s s 12



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Agenda reformasi dengan segala kebijakan baru, diharapkan
mampu menyelesaikan krisis multidimensi yang sedang dihadapi Bangsa
Indonesia secara keseluruhan. Salah satu kebijakan baru adalah
diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang
pemerintahan umum dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda).
Dalam pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa bidang
pertanahan adalah bidang yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah. Sampai saat ini bidang pertanahan belum dapat dilaksanakan
seperti yang dimaksudkan dalam Otda.

Kewenangan di Bidang pertanahan masih menjadi wewenang dari
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan diantaranya Keppres No. 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003.
Pemaparan Kepala BPN pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Mei 2003
juga menyebutkan bahwa bidang pertanahan serta permasalahannya yang

berdimensi nasional akan lebih sulit dilaksanakan dalam skala iokal dan
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Pada tanggal 31 Mei 2003, ditetapkan Keppres No. 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 (dua) Keppres
dimaksud memuat sembilan kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut meliputi :
1. pemberian ijin lokasi;

2. penyelenggaraan pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

3. penyelesaian sengketa tanah;

4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan;

5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;

6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat,

7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

8. pemberian ijin membuka tanah;

9. perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten /kota.

Pasal 3 Keppres 34 Tahun 2003 memberi kewenangan kepada
BPN untuk menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme
ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia yang
diperlukan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah ditetapkan Keppres
tersebut. Untuk itu, pada tanggal 28 Agustus 2003 ditetapkan Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma

dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di
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Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Bali yang terkenal dengan sebutan kabupaten Lumbung Padi. Sembilan
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Pasal 2
Keppres No. 34 Tahun 2003, diindikasikan sudah muilai dipersiapkan daiam
upaya pelaksanaan kewenangan tersebut oleh Pemerintanh Kabupaten
Tabanan. Hal itu diperkuat dengan telah dibentuknya Dinas Pertanahan
Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan
No. 3 Tahun 2001. Kantor Dinas (Kadis) Pertanahan Kabupaten Tabanan
ternyata menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugasnya antara lain
kendala teknis, yuridis dan sumber daya manusia. Dalam kondisi demikian,
kemungkinan dari sembilan kewenangan dimaksud dalam Keppres No. 34
Tahun 2003 ada yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten tersebut, walaupun dengan sudah ditetapkan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003. Sehubungan dengan
Keppres No. 34 Tahun 2003 dan KBPN No. 2 Tahun 2003 periu untuk
diketahui bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabanan, apakah kewenangan tersebut dilaksanakan
sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau masih melibatkan campur tangan
dari Kantor Pertanahan Kabupaten. Dalam Keppres tersebut disebutkan
Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan
kebijakan tersebut tetap berkoordinasi untuk hai-hal yang dianggap periu

dengan instansi terkait termasuk BPN. Berdasarkan hal itu, maka menjadi
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Tabanan Provinsi Bali. Pada penelitian yang akan diteliti ini mengambil tema
tentang pelaksanaan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang
pertanahan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Oleh karena itu penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul * Pelaksanaan
Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Sesuai Dengan
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan Provinsi
Bali “
. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan sembilan kewenangan pemerintah di bidang

pertanahan sesuai Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan?
b. Apakah peraturan pelaksana mengenai kebijakan tersebut telah

memadai untuk dilaksanakan di Kabupaten Tabanan?
c. Bagaimana kesiapan aparat Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam

melaksanakan kebijakan tersebut ?
. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup sembilan kewenangan di bidang

pertanahan, serta terbatasnya waktu, tenaga dan kemampuan penulis maka
dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yaitu hanya meneliti
sembilan kewenangan yang terakhir dilaksanakan sebelum ditetapkan

Keppres No. 34 Tahun 2003 dan setelah Keppres tersebut ditetapkan. Hal



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui pelaksanaan sembilan kewenangan pemerintah di
bidang pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Untuk mengetahui ketersediaan peraturan pelaksana untuk dapat
melaksanakan kewenangan tersebut di Kabupaten Tabanan.
Untuk mengetahui kesiapan aparat pelaksana dalam melaksanakan

kewenangan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Penelitian antara lain :
Segi praktis, sebagai bahan masukan kepada BPN dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dari sembilan
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan.
Segi teoretis, sebagai sumbangan bagi kajian pertanahan, khususnya
dalam hal pelaksanaan sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang

Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003.



BAB Vi
PENUTUP
A. Kesimpuian
Berdasarkan uraian dari Bab IV sampai dengan Bab V maka dapat
disimpulkan beberapa hal mengenai Pelaksanaan Sembiian Kewenangan

Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun

2003 di Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

1. Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan
Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh
Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan berdasarkan petunjuk lisan Bupati
Tabanan.

2. Hanya dua kewenangan yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.

3.ljin Lokasi sepenuhnya masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan mengacu pada SK No. 307 Tahun 2001. Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum dilaksanakan oleh
Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan. Kedua kewenangan tersebut
diatas tidak satupun sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Keppres No.
34 Tahun 2003.

4. Tujuh kewenangan yang lainnya tidak bisa dan/atau tidak dapat
dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.

5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Tabanan dengan muiai

diberlakukannya Keppres No. 34 Tahun 2003, mengalami perbedaan
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6. Dua Instansi yang menangani kewenangan di bidang pertanahan
menyebabkan pelayanan di bidang pertanahan tidak efektif dan efisien.

7. Ketersedian peraturan pelaksana mengenai kewenangan diatas secara
kuantitas dan kualitas sudah ada yang memadai. Terutama untuk
Pemberian ljin Lokasi dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Pembangunan (PTUP). Sedangkan untuk yang lainnya karena belum
dilaksanakan maka belum bisa dinilai memenuhi atau tidak.

8. Berpijak dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan
Sembilan Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Tabanan belum berjaian
dengan baik dan belum efektif sebagaimana dimaksud dalam Keppres No.
34 Tahun 2003 dan KBPN No.2 Tahun 2003.

9. Peraturan Pelaksana mengenai kebijakan tersebut belum memadai untuk
bisa melaksanakan sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan di Kabupaten Tabanan.

10. Aparat Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan belum siap melaksanakan
kebijakan sembilan kewenangan pemerintah di Bidang Pertanahan
dimaksud. Kesiapan aparat pada Dinas Pertanahan belum memadai
karena mereka belum mempunyai dasar pengetahuan dan pendidikan
atau pengalaman di bidang pertanahan.

B. Saran-Saran
1. Perlu adanya Peraturan Daerah atau minimai SK Bupati yang

menegaskan Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk meiaksanakan
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pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pertanahan itu
mempunyai dasar hukum tertulis khusus mengenai pelaksanaan
kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

.Dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi
Kepentingan Umum di Kabupaten Tabanan mengacu pada peraturan
pelaksana diatasnya agar tidak bertentangan. Hal tersebut meliputi
susunan Panitia Pengadaan Tanah beserta segala sesuatu yang berkaitan
dengan tugas dari panitia tersebut.

. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk
menangani sembilan kewenangan tersebut dalam upaya peningkatan
sumber daya manusia dalam pemahaman tugas-tugas operasional untuk
meningkatkan pelayanan.

. Melibatkan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan daiam
pelaksanaan inventarisasi terutama pengukuran dan penetapan batas
dalam pelaksanaaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi
Kepentingan Umum.

. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
kursus-kursus atau pendidikan lainya di bidang pertanahan, khususnya
untuk Dinas Pertanahan yang ditunjuk melaksanakan Sembilan
Kewenangan Pemerintah tersebut. Hal tersebut juga harus diimbangi
dengan pemenuhan fasilitas, sarana ataupun peta/data penunjang

lainnya.
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dijadikan satu sehingga pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit dan
efektif.

. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan Dinas Pertanahan Kabupaten
Tabanan harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan dan peraturan/dasar hukum yang ada. Agar tercipta manajemen
yang sifatnya tunggal sehingga tidak terjadi perebutan wewenang.

. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kualitas produk yang teiah
dihasilkan oleh Dinas Pertanahan terutama dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di masa yang akan datang

untuk melengkapi penelitian ini.
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Dokumen-Dokumen

etetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Jndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Jndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

>eraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

(eputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

(eputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen.

(eputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir
Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.

Ceputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan.

(eputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk kepentingan Umum.

(eputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1999 tentang izin Lokasi

(eputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah
Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
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putusan Gubernur Bali Nomor 615 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Provinsi Daerah Tingkat | Bali.

putusan Gubernur Bali Nomor 616 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Il Se-Bali.

rat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 282 Tahun 2001 tentang Tata Kerja dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas-Dinas Kabupaten Tabanan.

rat Kesepakatan Rencana Pembangunan Bendungan Telaga Tunjung
Kabupaten Daerah Tingkat |l Tabanan Nomor KU.08 09 - W.14/027-
611.1/014/Bappeda.

rrat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 307 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Lokasi.

srat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 673 tahun 2002 tentang Pengaturan
Pelaksanaan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Tabanan.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan
Prinsip Membangun.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 15/IL-PERT/2003 tentang Pemberian ljin
Lokasi Untuk Keperiuan Pembangunan Pabrik Minuman Beralkohol.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 01/IL-PERT/2003 tentang Pemberian ljin
Lokasi Untuk Keperiuan Pembangunan Perumahan Multi Griya Sandan Sari.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 306 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Tim Monitoring Bantuan Pensertipikatan Tanah Fasum dan Fasos LC ( Land
Consolidation) di Kabupaten Tabanan.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 499 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Tim Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Embung Telaga Tunjung Di
Kabupaten Tabanan.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 527 Tahun 2003 Penetapan Lokasi
Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan di Desa Nyitdah Kecamatan
Kediri Kabupaten Tabanan.

urat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 543 Tahun 2003 tentang Penetapan
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rat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 589 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Harga Dasar Tanah Per Meter Persegi di Kabupaten Tabanan Untuk Tahun
2004. .

rat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 185 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Proyek Pembangunan
Embung Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan.

putusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2004
tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi, Urusan, Sub Seksi dan Staf Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.



